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ABSTRAK 

Nama   : Aminah Pohan 

NIM   : 1910300035 

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta 

Kematian Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan 

 

Penelitian ini membahas tentang Kesadaran Hukum masyarakat pada 

pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 

menjelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang 

mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal kematian. Latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa 

masyarakat Di kecamatan Sipirok kuranngnya kesadaran hukum dalam 

pengurusan akta kematian, padahal sudah ada aturan yang mengatur bahwa 

akta kematian itu wajib di urus apabila salah satu dari keluarga meninggal. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesadaran hukum 

masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Sipirok 

Kabupaten Tapanuli Selatan? Dan Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran 

hukum masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Sipirok 

Kabupaten Tapanuli Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pemahaman, kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian dan 

bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di 

Kecamatan Sipirok.  

Teori dalam penilitian ini berkaitan dengan teori pengertian kesadaran 

hukum, masyarakat, pelayanan, publik, pelayanan publik, dan pengertian akta 

kematian. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu 

peneliti yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan skunder 

terhadap fenomena yang dilakukan secara langsung di Kecamatan Sipirok. 

Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah Pegawai  Kantor Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan masyarakat Kecamatan Sipirok 

dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Dan yang menjadi data skunder 

dari penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, serta sumber lain yang 

mendukung.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengambil keputusan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan 

akta kematian dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat 

di Kecamatan Sipirok, banyak masyarakat tidak mengetahui manfaat dari akta 

kematian tersebut, dan kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian 

masih minim. Hal ini dikarenakan masih belum maksimal sosialisasi dari 

pemerintah ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tapanuli Selatan. Adapun kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan 

akta kematian masih rendah, ini dikarenakan masyarakat masih minim 

pengetahuan terhadap pembuatan akta kematian dan kurang terjangkaunya 

lokasi pengurusan dari tempat penduduk masyarakat. 

 

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Akta Kematian. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf 

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

ِ ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .‟. Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

ّ Lam L El 

ٕ Mim M Em 

ٙ Nun N En 

١ Wau W We 

ٝ Ha H Ha 

 Hamzah ..‟.. Apostrof ع

٥ Ya Y Ye 

 

B. Vokal  

 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A 

 
Kasrah I I 

١ ḍommah U U 

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan 

huruf. 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

.....٥ fatḥah dan ya Ai a dan i 

ْْ١ ْْ ...... fatḥah dan wau Au a dan u 
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3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ا....... ْْ ...  ْْ .. ٣  َ  
fatḥah dan alif 

atau ya 
  

a dan garis 

atas 

..... ٣  َ  Kasrah dan ya  
I dan garis di 

bawah 

.... ١  َ  
ḍommah dan 

wau 
  

u dan garis di 

atas 

C. TaMarbutah  

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu:  

1. Ta marbutah hidup 

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 

ḍommah, transliterasinya adalah /t/.  

2. Ta Marbutah mati 

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta 

marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h).  

D. Syaddah (Tasydid)  



 
 

ix 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda,tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi 

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.  

E. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu: 

 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan.اّ

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qamariah.  

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung diikuti kata sandang itu.  

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan 

yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

F. Hamzah 

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.  

G. Penulisan Kata  
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Pada dasarnya setiap kata, baikfi‟il, isim,maupun huruf,ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa 

pula dirangkaikan.  

H. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 

huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

I. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 

tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 

dengan pedoman tajwid.  
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Sumber : Tim Publitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi 

Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian 

dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama. 
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BAB I 

PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang memiliki 

kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum 

atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduknya dan perlindungan 

tersebut harus mencakup seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di 

dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. 

Berdasarkan kepada rumusan Pancasila, yaitu pada sila kelima 

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, ini menggambarkan bahwa 

Indonesia harus mempunyai sifat keadilan, baik sesama masyarakat maupun 

pemerintah. Dalam setiap kehidupan jika seseorang tinggal disebuah tempat 

dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup 

bernegara, maka keberadaan birokrasi
1
 pemerintah yang akan selalu 

menentukan aktifitas mereka. 

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik 

Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa.
2
 Makna yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut 

adalah bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga 

Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung tercapainya 

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka memenuhi 

                                                           
1 Birokrasi adalah Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena 

telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.  
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



2 
 

 
 

kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa 

publik, dan pelayanan administratif. 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan kewajiban Negara 

dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera guna memberikan 

pelayanan publik kepada setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi 

hak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik 

merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan 

tuntunan seluruh warga dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, 

sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan 

penduduk serta terwujudnya tanggungjawab negara dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik.  

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, dapat 

dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia. Dari waktu ke waktu masyarakat selalu menuntut untuk 

mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terbaik dari pemerintah, 

meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

Penduduk adalah kumpulan orang-orang yang menepati wilayah di 

dalamnya yang terdapat aturan-aturan dari pemerintah wilayah tersebut, bisa 

dikatakan penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia
3
. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1992 dapat diartikan pendudukan adalah orang dalam 

                                                           
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan, Pasal 1. 
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halnya sebagai diri pribadi, anggota masyarakat, warga Negara, dan himpunan 

kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah Negara 

pada waktu tertentu.
4
  

Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa 

penting yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kelahiran anak, penggantian 

nama, pengakuan anak ataupun pengesahan anak, perkawinan, perceraian, 

kematian ataupun peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu wajib 

dicatatkan karena jika terjadi sesuatu, ke depan pasti akan selalu melibatkan 

hukum ataupun masyarakat setempat. 

Mengingat karena kewajiban tersebut, maka dari itu diperlukan 

peraturan untuk mengaturnya. Peraturan tersebut yaitu peraturan yang 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk 

mengatur peristiwa yang dialami oleh masyarakat, lembaga yang dimaksud 

adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).  

Peristiwa-peristiwa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 bahwa “Setiap 

Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 

yang dialaminya kepada Intansi Pelaksana dengan diperlukan dalam 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.
5
  

Pencatatan Sipil merupakan hak dari setiap warga Negara dalam arti 

hak memperoleh akta autentik dari pejabat Negara. Dalam Undang-Undang 

                                                           
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan 

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pasal 1. 
5 Undang-Undang Rupublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan, Pasal 3. 
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Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 11 

dijelaskan bahwa:  

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang 

harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau 

perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau surat 

keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan 

alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
6
 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten 

Tapanuli Selatan merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi 

publik di wilayah Tapanuli Selatan. Pelayanan kependudukan ini meliputi 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran peduduk meliputi 

pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), 

surat pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil 

meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan 

akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan 

perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan.  

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga wajib dilaporkan 

kepada pencatatan sipil agar jika seseorang yang ada bersangkutan atau ada 

berkepentingan maka mempunyai bukti yang jelas terkait peristiwa tersebut, 

sehingga hak hukum seseorang jelas dan tegas. Secara garis besar, sebagai 

kepatuhan masyarakat kepada hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu 

peristiwa penting itu patut dicatat oleh lembaga Pencatatan Sipil.  

Namun pada kenyataannya, yang dijumpai di lapangan tidak sesuai 

dengan tujuan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai 

                                                           
6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 

Ayat 11. 
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identitas penduduk bahkan pencatatan sipil, salah satunya berkaitan dengan 

pencatatan Akta kematian di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 

menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang 

mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal kematian”.
7
  

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 

2010 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 51 ayat 1 dan 2 

menyebutkan:  

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang 

mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak 

tanggal kematian. Berdasarkan laporan sebagaimana yang 

dimaksudkan Instansi pelaksana mencatat pada Register Akta 

Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.
8
 

 

Pengurusan Akta Kematian sangatlah penting dan memiliki banyak 

manfaat. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh bagi anggota keluarga 

maupun pemerintah daerah. Manusia lahir dan meninggal memerlukan 

dokumen kependudukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-

Undang bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai 

alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 

Catatan Sipil. Salah satu hal yang paling melekat adalah Akta kematian. 

                                                           
7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 

ayat 1. 
8 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang 

Administrasi Kependudukan Pasal 51 ayat 1 dan 2. 
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Akta kematian merupakan jenis kepentingan yang memerlukan kepada 

perlindungan hukum. Perlindungan hukum maksudnya di sini adalah adanya 

kepastian hukum. Kepastian hukum ini memberikan pengaruh yang besar 

terhadap suatu hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini menentukan apakah 

ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan 

dengan hukum.  

Akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan 

dokumen terkait persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, tunjangan 

kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya. Akta kematian juga 

berguna bagi janda atau duda, khususnya yang berstatus PNS, diperlukan 

untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. 

Bagi pemerintah Akta kematian juga penting sebagai data statistik dan 

untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, jika tidak 

mempunyai akta kematian akan terjadi penggelembungan data yang tidak 

sesuai dengan kenyataan, hal ini berpengaruh pada data daftar pemilih tetap 

dalam pemilihan umum baik pilkada atau pilpres, serta penetapan kebijakan 

lainnya.  

Melihat pentingnya Akta kematian di atas, masyarakat diharapkan 

dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap 

anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat 

yang berwenang. Namun pada kenyataannya yang di jumpai di lapangan tidak 

sesuai dengan tujuan aturan-aturan yang ada. Masih banyak masyarakat yang 
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tidak mempunyai identitas penduduk bahkan pencatatan sipil, salah satunya 

berkaitan dengan Akta Kematian di Indonesia.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Sipirok yaitu Ibu 

Elia Fatma Harahap mengatakan bahwa “Kami menganggap keberadaan Akta 

kematian itu tidak penting. Kami berfikir bahwa seseorang yang meninggal 

dunia segala urusanya pun telah selesai, sehingga tidak perlu lagi melaporkan 

atau mengurus peristiwa kematian tersebut”.
9
  

Hal ini ditambahi oleh Ibu Sakina mengatakan bahwa: 

Selama saya tinggal disini, saya tidak mengetahui adanya kewajiban 

dalam mengurus akta kematian. Karena pengetahuan kami apabila 

sudah meninggal berarti selesai urusannya, dan jika ingin mengurus 

akta kematian itu apabila ada hal yang berkepentingan, dan tidak 

diwajibakn untuk mengurus
10

.  

 

Ini menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

pentingnya Akta kematian. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mengenai hal ini penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul skripsi yaitu 

Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di 

Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. 

 

 

 

 

                                                           
9 Wawancara dengan Ibu Elia Fatma Harahap selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, 

Tanggal 23 Februari 2023. 

10 Wawancara dengan Ibu Sakina selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, Tanggal 18 

Februari 2023. 
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B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Kesadaran hukum masyarakat dalam 

pengurusan Akta Kematian dan apa faktor yang mempengaruhi kesadaran 

hukum masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Sipirok, 

Kabupaten Tapanuli Selatan. 

C. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang 

dipakai dalam judul skirpsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut: 

1. Kesadaran Hukum: merupakan keasadaran seseorang atau suatu kelompok 

masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku.  

2. Masyarakat: merupakan sekumpulan manusia yang secara relative 

mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu 

wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan 

sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah 

sejumlah manusia merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan 

satu dengan lainnya, hanya saja mereka mempunyai hubungan yang sama, 

setiap individu mempunyai kesadaran akan keberadaannya di tengah 

individu-individu yang lainnya.
11

 Masyarakat yang dimaksud adalah 

masyarakat yang berada di Kecamatan Sipirok. 

3. Akta kematian: adalah catatan kematian seseorang suatu akta yang dibuat 

dan di terbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara 

                                                           
11 Johan Septiana, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di 

Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, “Skripsi”, (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Serang, 2013), hlm. 24. 
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pasti tentang kematian seseorang.
12

 Akta kematian merupakan sebuah akta 

yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh orang yang mempunyai 

wewenangan seperti pejabat yang ada di kantor catatan sipil menyangkut 

peristiwa meninggalnya seseorang. 

4. Administrasi Kependudukan: adalah rangkaian kegiatan pencatataan dan 

penertiban dalam data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan 

hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.
13

 

Administrasi yang dimaksud adalah Administrasi Kependudukan yang ada 

di Kecamatan Sipirok. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

pokok permasalahan “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta 

Kematian Di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan” yang 

kemudian terdapat sub-sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana keasadaran hukum masyarakat dalam pengurusan Akta 

Kematian di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi keasadaran hukum masyarakat dalam 

pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli 

Selatan? 

 

                                                           
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. 
13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan.  
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memahami bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam 

pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli 

Selatan. 

2. Untuk memahami faktor yang mempengaruhi keasadaran hukum 

masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok, 

Kabupaten Tapanuli Selatan. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat: Sebagai pemahaman kepada masyarakat untuk lebih 

mengetahui dan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan 

publik pada Akta Kematian. 

2. Bagi Pemerintah: Sebagai intropeksi kepada pemerintah Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk lebih memperbaiki sistem 

pelayanan publik.  

3. Bagi mahasiswa: Sebagai bahan informasi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, berupa data analisis bagi kepentingan penelitian-penelitian 

sejenis dimasa yang akan dating, dan rujukan bagi peneliti yang akan 

datang. 

4. Bagi peneliti: untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas 
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Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan 

Ahmad Addary Padangsidimpuan.  

G. Penelitian Terdahulu  

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti 

mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu, diantara penelitian 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Ramadhan Golfa (2019), “Implementasi 

Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017”. Hasil penelitian, terdapat 

bahwa impelemntasi program belum berjalan dengan maksimal, 

dibuktikan dengan belum terdapat pencapaian 100% dalam terlaksananya 

program tersebut.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Lidrianti, “Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat 

Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di 

Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”. Hasil 

penelitian ditemukan bahwa rendahnya minta warga desa dalam mengurus 

Akta kematian dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang 

fungsi dari Akta kematian itu sendiri, padahal akta tersebut erat dengan 

status hukum seseorang. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Nidya Alvina Dra Dyah Lituhayu, “Implementasi 

Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa target pencatatan Akta 

kematian masih belum tercapai dikarenakan dari pihak masyarakatnya 
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sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang 

sudah meninggal maka urusannya sudah selesai jadi tidak perlu lagi 

melaporkan dan mnegurus tentang kematian dan juga masih rendahnya 

tingkat kesadaran mereka akan seberapa pentingnya kepengurusan akta 

kematian tersebut, selain itu beberapa wilayah masih belum merasakan 

seberapa pentingnya akta kematian tersebut, karena menganggap di 

daerahnya akta kematian memang tidak memberikan efek apapun bagi 

dirinya, seperti masyarakat suku-suku pedalaman. 

Berdasarkan skripsi di atas, maka ada perbedaan antara penulis dengan 

skripsi terdahulu yaitu penulis meneliti bagaimana Kesadaran Hukum 

Masyarakat dalam Pembuatan Akta kematian, sedangkan skripsi terdahulu 

meneliti tentang bagaimana implementasi program pencatatan Akta kematian 

dalam suatu masyarakat, yang kedua meneliti fokus pada pengaruh sosialisasi 

masyarakat dalam pembuatan Akta kematian, dan yang ketiga adalah meneliti 

bagaimana implementasi pencatatan Akta kematian di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil. 

H. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang 

disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. 

Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. 

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:  
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 BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan dan 

Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan. 

 BAB II Landasan Teori, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

pengertian kesadaran hukum, pengertian Masyarakat, pengertian Pelayanan, 

pengertian Publik, pengertian Pelayanan Publik, pengertian Akta Kematian. 

 BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, 

dan Analisis Data.  

 BAB IV Pembahasan Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam 

Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok. 

 BAB V  Penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian 

pertama, jawaban tersebut yang selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan 

saran peneliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Kesadaran Hukum 

Kesadaran terbagi dari 2 (dua) suku kata, yaitu kesadaran dan hukum. 

Menurut Kamus  Besar Bahasa Indonesia, kata kesadaran berarti hal yang 

dirasakan atau dialami oleh seseorang
14

. Sedangkan hukum berarti peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu 

masyarakat, ataupu  undang-undang, peraturan, keputusan yang ditetapkan 

oleh hakim dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam 

masyarakat.  

Menurut Wijaya, kesadaran hukum adalah suatu kondisi tidak adanya 

berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat hidup dalam 

keadaan seimbang, serasi, dan selaras. Kesadaran hukum diterima secara 

tulus, bukan dipaksa walau ada pengekangan dari luar diri masyarakat dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan.
15

 

B. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang secara relative 

mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu 

wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian 

besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.
16

 

                                                           
14 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), hlm. 1240.  
15

 A. W. Wijaya, Kesadaran Hukum dan Manusia Pancasila, (Jakarta: Era Swasta, 1984), 

hln. 18.  
16 Sumaryo Gitosaputo, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: 

Graha Ilmu. 2015), hlm. 7. 
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Menurut Subandi partisipasi masyarakat berarti partisipasi masyarakat 

dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, 

memilih dan mengambil keputusan tentang alternative solusi untuk 

mengahadai masalah, melaksanakan upaya mengatasi masalah, dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.
17

 

Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu, 

maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok, sedangkan ciri-ciri 

masyarakat menurut Soekarno dalam Abdul Syani adalah: 

a. Manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang 

mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah 

manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya 

dua orang yang hidup bersama. 

b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia 

umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena itu dengan 

berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. 

Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa, dan mengerti mereka juga 

punya keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau 

persaannya. Sebagai akibat hidup bersama, timbullah sistem komunikasi 

dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam 

kelompok tersebut. 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 

d. Mereka merupakan sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama 

menimbulkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota kelompok 

merasa dirinya terikat satu sama lainnya.
18

 

 

C. Pengertian Pelayanan  

Kegiatan pelayanan mempunyai peranan penting bagi kehidupan 

manusia, karena dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan pelayanan dari 

orang lain. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 

                                                           
17 Nurasikin, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 

terpadu Di Kecamatan Galang,”Skripsi”, (Batam: Universitas Putera Batam, 2022), hlm. 10. 
18 Johan Septiana, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kematian Di 

Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, “Skripsi”, (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Serang , 2013), hlm. 24. 
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orang lain secara langsung. Pelayanan bukan hanya organisasi bisnis, tetapi 

lebih masuk kedalam tatanan organisasi pemerintah.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelayanan adalah suatu usaha 

untuk membantu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan orang lain.
19

  

Menurut Lijan Poltak Sinaembela dikutip dari Kotler dalam Sampara Lukman 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat 

pada suatu produk secara fisik. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang 

lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.
20

 

Pelayanan pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan, yang 

berupa sebuah proses pelayanan yang berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. 

Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi 

kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. 

Kaulitas pelayanan publik adalah sesuatu yang sangat penting dalam 

banyak hal, masih minimnya pelayanan publik disebabkan oleh kurangnya 

perhatian dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Sebenarnya perlindungan 

terhadap hak masyarakat selaku konsumen terhadap pelayanan publik juga 

telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, menyatakan diantaranya asas keadilan, yaitu 

                                                           
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
20 Litjan Poltak, Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi, 

(Jakarta: Bumi Aksara. 2011), hlm. 4-5.  
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memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
21

 

Dari defenisi ini dapat diartikan bahwa pelayanan adalah aktivitas 

yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi 

pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga 

perusahaan. 

D. Pengertian Publik 

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai cara berpikir 

dan harapan yang sama terhadap hal-hal yang bersifat umum. Istilah publik 

berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, orang banyak, ramai.  

Lijan Poltak Sinambela mengartikan kata public sebagai: “Sejumlah manusia 

yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan 

yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.
22

  

Kepentingan umum atau publik biasanya mengarah pada kepentingan 

masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan individu. Moenir berpendapat  

bahwa “publik adalah kepentingan umum yang mengarah kepada kepentingan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masing-masing individu yang terikat 

oleh kesamaan cita-cita, tujuan dan bekerjasama dalam pencapaian tujuan”. 
23

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan 

                                                           
21 Adrian Sutedi , Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 201), hlm. 4-5.  
22

 Litjan Poltak, Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi, 

(Jakarta: Bumi Aksara. 2011), hlm. 5. 
23 Ratna Esa Kuswati, Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten 

Gunungkidul, “Skripsi”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm. 11.  
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sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak. Ataupun 

sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan yang sama, yang 

terikat oleh kesamaan cita-cita, tujuan dan bekerjasama dalam pencapaian 

tujuan.  

E. Pengertian Pelayanan Publik  

Pelayanan publik sangar erat kaitannya dengan peningkatan 

kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui peningkatan pelayanan publik. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik harus disertai 

dengan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri, sehingga 

secara maksimal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 

didaerah. Dalam pembangunan nasional pemerintah banyak bergantung pada 

kinerja dan kemampuan pegawai sipil. Kedudukan dan peranan aparatur 

pemerintah sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan pembangunan 

nasional.  

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang banyak dibutuhkan 

masyarakat harus bertanggung jawab dan berupaya menyediakan pelayanan 

yang terbaik demi meningkatkan pelayanan publik. Selain itu juga kepuasaan 

masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh layanan publik. Oleh sebab itu, pelayanan publik harus 

difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari 

segi kualitas dan kuantitas.  

Menurut undang-undang No 25 Tahun 2009  pasal 1 ayat (1) 

pelayanan publik adalah “Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
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pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap Negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
24

 

Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 

memberikan pengertian pelayanan publik yaitu “Segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
25

 

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang 

dilakukan oleh suatu organisasi atau individudalam bentuk barang dan jasa 

kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. 

Dalam pelayanan publik pada umumnya pemerintah melakukan pengaturan 

terhadap barang publik maupun setengah publik. 
26

 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasaan itu dituntut kualitas 

pelayanan prima yang tercermin dari: 

1. Transparasi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti 

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas 

                                                           
24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 Ayat (1). 
25 Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 
26 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayan Publik, 

(Jakarta: Mitra Wacana Media Dengan STIAMI Jakarta, 2011), hlm. 106.  
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4. Partsipasif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, 

dan lain-lain 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban. Yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik.
27

  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik 

dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memuaskan dan 

atau sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya. 

Hakekat dari pelayanan publik tersebut adalah pemberian pelayanan prima 

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

F. Akta Kematian  

Akta Kematian merupakan catatan kematian seseorang yang memiliki 

kekuatan hukum atau dapat dikatakan sebagai catatan kematian seseorang 

yang dibuat dan di terbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan 

secara pasti tentang kematian seseorang.
28

  

Akta terbagai atas dua macam akta yaitu: 

1. Akta Otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat 

hukum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang 

membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti 

                                                           
27 Litjan Poltak, Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi, 

(Jakarta: Bumi Aksara. 2011), hlm. 6.  
28 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. 
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tentang peristiwa hukum yang tercantum didalamnya. Pejabat yang 

berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, Presiden, Menteri, 

Gubernur, Bupati, Camat, Panitera, Pengadilan, Pegawai Pencatat 

Perkawinan. Akta otentik terdiri dari dua macam yaitu akta otentik yang 

dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat di hadapan pejabat. 

2. Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dipergunakan 

sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum 

didalamnya.
29

 

 

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan akta kematian 

merupakan pencatatan keajidan kematian yang dialami oleh seseorang dalam 

register pada Instansi Pelaksanaan untuk pengelolaan data kependudukan. 

Akta kematian merupakan sebuah akta yang diterbitkan dan ditanda tangani 

oleh orang yang mempunyai wewenangan seperti pejabat yang ada di kantor 

catatan sipil menyangkut peristiwa meninggalnya seseorang.
30

 

Akta kematian diterbitkan untuk warga negara yang telah meninggal. 

Dengan diterbitkan akta kematian baginya, identitas atau data warga negara 

tersebut akan dihapuskan dari kartu keluarga dan nomor induk kependudukan 

untuk mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab terhadap data kependudukannya. Adapun fungsi dari akta 

kematian yaitu: 

a. Mencegah Penyalahgunaan Data 

Mengurus akta kematian membantu melindungi data-data seseorang 

yang sudah meninggal dunia. Sebab, setelah akta atau surat kematian 

                                                           
29 Patmawati Dahlia Sinta, Pelaksanaan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kematian 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, “Skripsi”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 39-40.  
30 Perwadawinta W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 2014), 

hlm. 19. 
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terbit, maka data-data penduduk yang sudah meninggal dunia akan 

terhapus dari sistem daftar kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil. Dengan demikian, data seseorang yang sudah meninggal 

akan terhindar dari sesuatu yang buruk dan merugikan. 

b. Memastikan Keakuratan Penduduk 

Memberikan keakuratan data kependudukan dan terhindar dari 

manipulasi data. Misalnya, data ini akan digunakan untuk mengetahui 

siapa saja penduduk yang masih memiliki hak suara seperti pada 

pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.  

c. Mengurus Penatapan Ahli Waris 

Akta kematian dapat digunakan untuk pengurusan hak warisan atas 

harta seseorang yang sudah meninggal. Dengan adanya akta kematian 

maka harta seseorang yang sudah meninggal dapat diserahkan kepada ahli 

waris secara sah. 

d. Mengeklaim Asuransi 

Akta atau surat kematian dapat digunakan untuk mengeklaim asuransi. 

Sebab, syarat utama dari pengeklaiman asuransi adalah surat atau akta 

kematian orang yang sudah meninggal. 

e. Persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali bagi suami/istrI 

Jika pasangan meninggal, pasangan yang ditinggalkan bisa melakukan 

pernikahan kembali. Akan tetapi, agar pernikahan yang sah secara hukum, 
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istri atau suami yang ditinggalkan perlu melampirkan akta kematian dari 

suami lamanya dalam proses perkawinan kembali.
31

 

Pencatatan kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil terhadap warga negara yang telah meninggal memiliki 

beberapa manfaat sekaligus yaitu: 

a. Manfaat bagi individu, yaitu menyediakan perlindungan hak-hak asasi 

manusia berkenaan dengan status sosial dan manfaat-manfaat individual, 

diantanya: 

1. Menyediakan bukti kematian seseorang untuk dipergunakan oleh ahli 

waris yang berkepentingan seperti dalam pengurusan warisan. 

2. Sementara bagi janda atau duda diperlukan sebagai syarat untuk 

menikah lagi. 

3. Akta kematian juga diperlukan untuk mengurus pension bagi ahli 

warisnya, untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakan, dan lain 

sebagainya. 

b. Manfaat bagi negara yaitu untuk administrasi dan statistik negara. Sistem 

pencatatan sipil harus bersifat universal dalam arti menyangkut semua 

kejadian vital yang dialami oleh seluruh penduduk dalam waktu yang 

ditetapkan. Adapun manfaat administrasi umum data catatan sipil untuk 

persitiwa kematian adalah: 

1. Untuk penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum 

2. Untuk merencanakan program kesehatan dan pengendalian penyakit 

                                                           
31https://nasional.tempo.co/read/1600974/jangan-disepelekan-ini-pentingnya-

mengurus-akta-kematian. Di akses pada tanggal 7 Juli 2023, pukul 19.47 WIB.  

https://metro.tempo.co/read/1528610/pemerintah-kota-depok-gelar-program-gladis-tiktok-apa-itu
https://nasional.tempo.co/read/1600974/jangan-disepelekan-ini-pentingnya-mengurus-akta-kematian
https://nasional.tempo.co/read/1600974/jangan-disepelekan-ini-pentingnya-mengurus-akta-kematian
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3. Untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan 

kejahatan.
32

 

 

 

                                                           
32 M Ridwan Nurwahyudin, Impelementasi Kebijakan Program Pencatatan Sipil Akta 

Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Penacatan Sipil Kabupaten Sumedang,”Skripsi” 

(Sumedang: Sekolah Tinggi IlmU Administrasi, 2021), hlm. 46-47.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli 

Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat 

ataupun lebih mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat Sipirok 

terhadap pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok. Adapun waktu 

yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari bulan Januari 2023 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dikategorikan sebagai 

penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data di lapangan guna untuk 

mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang akan diteliti yang 

bersifat deskriftif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang 

berorientasi kepada fenomena-fenomena yang diamati dan di analisis.
33

  

C. Pendeketan Penelitian 

a. Pendeketan Empiris 

 Pendekatan ini dimana peneliti melakukan pengamatan atau 

wawancara terkait pengurusan akta kematian di Kecamatan Sipirok, yang 

mana peneliti mendapatkan informasi mengenai kurangnya kesadaran 

hukum masyarakat dalam pengurusan akta kematian disebabkan minimnya 

pengetahuan masyarakat dalam hal pengurusan akta kematian sehingga 

                                                           
33 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 68.  



26 
 

 

masyarakat tidak tau menau tentang pentingnya pengurusan akta kematian 

dalam setiap keluarga yang sudah meninggal. 

b. Pendeketan Normatif 

Pendeketan ini yaitu dimana dalam suatu pengurusan akta kematian 

sudah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 dan 2 menyebutkan: 

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang 

mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada 

register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
34

 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Sipirok dan 

Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mengetahui 

bagaimana kesadaran hukum masyarakat dan apa faktornya dalam pengurusan 

akta kematian. 

E. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, 

dalam hal ini sumber data primer yaitu hasil wawancara dari  Pegawai 

Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan masyarakat Kecamatan Sipirok. 

b. Sumber Data Skunder 

Data skunder adalah data yang di ambil sebagai penunjang data primer 

tanpa harus terjun kelapangan, diantaranya terkait dokumen-dokumen 

                                                           
34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 

ayat 1 dan 2. 
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resmi, buku-buku jurnal ataupun artikel yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian
35

. Dalam hal ini peneliti 

langsung terjun kelapangan yang dimana peneliti bisa mengamati 

bagaimana kesadaran hukum masyarakat Sipirok dalam pengurusan Akta 

Kematian. 

b. Wawancara 

 Wawancara disini yaitu peneliti melakukan wawancara kepada 

beberapa Pegawai Kantor Pencatatan Sipil dan masyarakat yang tinggal di 

Kecamatan Sipirok. 

G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data 

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih 

dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam 

rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan 

penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data trangulasi. 

 

 

                                                           
35 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm, 158.  
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a. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan. 

b. Menggunakan Bahan Referensi 

 Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang 

digunakan oleh peneliti adalah kamera hp yang dipergunakan untuk 

mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain 

sebagainya. 

H. Teknik Analisis Data 

 Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik, 

kemudian diolah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan 

bermanfaat bagi penelitian ini. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan 

mengadakan studi teori kenyataan yang ada ditempat penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Temuan Umum Hasil Penelitian 

1. Sejarah Kecamatan Sipirok 

 Pada awalnya, Sipirok hanya berstatus salah satu Kecamatan di 

Tapanuli Selatan. Setelah Padang Sidempuan sebagai Ibu Kota Tapanuli 

Selatan pada saat itu berubah status menjadi kota madya, Kecamatan 

Sipirok diangkat menjadi ibu kota baru Kabupaten Tapanuli Selatan.  

 Setelah Sipirok menjadi ibu kota Tapanuli Selatan, sejumlah 

kantor pemerintahan Tapanuli Selatan dipindahkan dari Padang Sidempuan 

ke Sipirok. Pemindahan ini direalisasikan pada pertengahan tahun 2014. 

Sejumlah kantor yang dipindahkan tersebut adalah kantor Sekretariat 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kantor DPRD Kabupate Tapanuli 

Selatan, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Tapanuli Selatan, kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tapanuli Selatan, 

kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tapanuli Selatan, dan 

kantor Dinas Catatan Sipil dan Departemen Tenaga Kerja Tapanuli 

Selatan. 

2. Letak Geografis 

 Sipirok terletak di lembah pegunungan Bukit Barisan sehingga 

memiliki hawa udara yang sejuk. Terdapat gunung stratovulkanik yang 

masih aktif, yaitu Gunung Sibualbuali. Banyak sumber air panas yang 



30 
 

 

biasa dijadikan sebagai pemandian air panas (aek milas) di Sipirok, di 

antaranya berada di Parandolok, Parau Sorat, Situmba, dan Sosopan. 

 Lokasinya yang berada di lembah gunung juga memungkinkan 

pengaliran sumber air dari pengunungan ke wilayah persawahan dan 

perkebunan. Karenanya, sumber daya alam Sipirok lebih dominan dikelola 

oleh sector pertanian dan perkebunan. 

3. Letak Demografi 

 Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk 

Kecamatan Sipirok adalah sebanyak 33.326 jiwa.
36

 Masyarakat yang 

bermukim di Kecamatan ini terdiri dari banyak marga, di antaranya 

Siregar,dan Hutasuhut. Bahasa umum yang di pakai oleh penduduk adalah 

bahasa Batak Angkola. 

 Dibeberapa daerah, ada juga yang mempergunakan bahasa Batak 

Toba dan bahasa Batak Mandailing sehingga masyarakat Sipirok masih 

sangat paham bahasa Toba dan Mandailing. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa manyoritas 

penduduk kecamatan ini memeluk agama Islam yakni 91,88%. Kemudian 

sebagian lagi beragama Kristen 8,12%, dimana Protestan 7,97% dan 

Katolik 0,15%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 89 masjid, 18 gereja 

Protestan, 2 gereja Katolik dan 9 mushola.
37

 

 

 

                                                           
36 Badan Pusat Statitik Kabupaten Tapanuli Selatan 
37www.tapanuliselatankab.bps.go.id. “Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2021”. 

Diakses tanggal 6 Juni 2023.  

http://www.tapanuliselatankab.bps.go.id/
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4. Budaya  

 Di Sipirok terdapat rumah adat tradisional Batak Angkola yang 

disebut Bagas Godang (bahasa angkola, artinya Rumah Besar). Sipirok 

juga banyak industry rumahan yang memenun songket dan ulos. Pesona 

tenun Sipirok pernah terangkat saat pernikahan putri kedua Presiden Joko 

Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution, yang menggunakan adat 

Batak. 

5. Perkebunan  

 Gunung Sibualbuali masih aktif di Sipirok membuat tanah di 

daerah ini sangat subur. Salah satu hasil perkebunan yang terkenal di 

Sipirok yaitu kopi Sipirok yang dikenal dengan ciri khas rasanya yang 

berbeda dengan daerah lain. Tanaman padi yang tumbuh di Sipirok juga 

terkenal dengan kualitasnya, masyarakat Sipirok mempunyai padi/beras 

Silatihan. Dinamakan beras Silatihan atau Dahanon Silatihan. 

6. Perekonomian  

 Kecamatan Sipirok juga menghasilkan karet (dalam jumlah kecil) 

dan kopi. Di Kecamatan Sipirok dibangun pusat produksi kerajinan di 

bawah naungan BUMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sudah 

banyak memproduksi kursi, meja, dan peralatan rumah tangga lainnya. 

Selain itu, sebenarnya Kecamatan Sipirok juga mempunyai potensi 

pertanian yang besar, akan tetapi sampai sekarang potensi tersebut belum 

dimanfaatkan secara oftimal. 
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 Kecamatan Sipirok juga terkenal dengan hasil kerajinan industri 

kecilnya seperti pengrajin manik-manik, pengrajin ulos, dan keramik. 

Selain persawahan dan perkebunan, terdapat keanekaragaman hayati yang 

begitu besar dimana terdapat Cagar Alam Dolok Sibualbuali yaitu sebuah 

kawasan hutan konservasi seluas 5.000 Ha yang kaya akan 

keanekaragaman Flora dan Fauna. Kawasan konservasi ini telah disahkan 

melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/Um/4/1982 

pada tanggal 6 April 1982. Kawasan hutan konservasi ini berbatasan 

langsung dengan: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan dataran tinggi Dolok Huraba. 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Baringin, Sipirok, 

Tapanuli Selatan. 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan dataran tinggi Gunung Lubuk Raya. 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marancar. 

 Hutan ini merupakan tipe hutan hujan basah dengan curah hujan 

tinggi. Berketinggian antara 700-1.700 mdpl dengan kontur pengunungan 

terdiri dari banyak lembah jurang yang dalam. Pepohonan yang tumbuh 

rapat dan menjulang tinggi dengan lantai hutan yang banyak ditumbuhi 

tumbuhan perdu. Pada puncak-puncaknya sering ditutupi kabut walaupun 

di siang hari panas terik. Kabut akan semakin tebal bila musim hujan tiba. 

Itu sebabnya pepohonan disini tertutup oleh lumut yang cukup tebal. 

Bentang hutan ini dapat kita lihat dari kota Sipirok.  
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 Ada banyak keanekaragaman flora dan fauna. Di antaranya 

terdapat pohon berdiameter raksasa yaitu pohon miranti, salah satu di 

antara jenis pohon yang biasanya menjadi sasaran utama pembalak hutan 

masih banyak dijumpai dihutan ini dengan ukuran besar. Sedanglan 

faunanya terdapat beragam jenis burung, mamalia hingga serangga.  

 Keistimewaan hutan ini adalah di mana masih terdapat satwa 

langka di lindungi, sebut saja Orangutan Sumatera satwa langka Orangutan 

atau dalam bahasa lokal disebut Mawas, Harimau Sumatera, Tapir, 

Rangkong Badak dan juga seperti Siamang, Sarudung, Kukang dan lain-

lain.  

7. Stuktur Organisasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. 

 Stuktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang 

menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam 

memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam 

satu organisasi atau isntansi pemerintah.  

 Dengan adanya stuktur organisasi dan koordinasi antar begain-

bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi 

secara jelas, efektif, dan efisien. Berikut struktur organisasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan: 
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Bagan Stuktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tapanuli Selatan.
38

 

 

                                                           
38 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli 

Selatan Tahun 2023. 

KEPALA DINAS 
DUKCAPIL 

BIDANG PELAYANAN 
PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

JF PENGELOLA 
INDENTITAS 
PENDUDUK 

JF PENGELOLA PINDAH 
DATANG PENDUDUK 

JF PENGELOLA 
PENDATAAN 
PENDUDUK 

BIDANG PELAYANAN 
PENCATATAN SIPIL 

JF PENGELOLA 
KELAHIRAN 

JF PENGELOLA 
PERKAWINAN DAN 

PERCERAIAN 

JF PENGELOLA 
PERUBAHAN STATUS 

ANAK 
KEWARGANEGARA 

BIDANG PENGELOLAAN 
INFORMASI 

ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

JF PENGELOLA 
PENYAJIAN DATA 

JF PENGELOLA SISTEM 
INFORMASI ADM DAN 

KEPENDUDUKAN 

JF PENGELOLA SDM 
TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI 

BIDANG 
PEMANFAATAN DATA 

DOKUMEN 
KEPENDUDUKAN 

JF PENGELOLA INOVASI 
PELAYANAN 

JF PENGELOLA 
PEMANFAATAN DATA 

DAN DOKUMEN 

JF PENGELOLA 
KERJASAMA 

SEKRETARIS DINAS 

JF PENGELOLA 
PERENCANAAN 

SUBBAG KEUANGAN 

SUBBAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
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8. Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tapanuli Selatan. 

 Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu 

organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian visi ini juga harus 

dijabarkan secara luas dan dapat didefinisikan. Dalam mendukung visi 

Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan visi yang berkaitan. 

VISI: 

 Tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya database 

kependudukan menuju pelayanan prima. 

MISI: 

 Mengembangkan kebijakan dan sistem untuk mewujudkan tertib 

administrasi kependudukan yang profesional.
39

 

9. Standar Layanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tapanuli Selatan 

a. Kartu Keluarga Baru (Disebabkan Perkawinan) 

Syarat layanan yaitu: 

1. Formulis Permohonan (ditanda tangani yang bersangkutan) 

2. Kartu Keluarga (KK) kedua orang tua 

3. Fotocopy Buku Nikah/ Akta Perkawinan/ Akta Perceraian 

4. Surat Keterangan Pindah Bagi Yang Pindah Daerah 

b. Kartu Keluarga Penggantian (Disebabkan Penambahan Biodata) 

                                                           
39 Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabbupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2023.  
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Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditanda tangani yang bersangkutan) 

2. Surat Pengantar Dari Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun/ Kepala 

Desa/ Lurah 

3. Kartu Keluarga (KK) Lama 

4. Surat Keterangan Kelahiran Dari Dokter/ Bidan/Rumah Sakit  

5. Surat Keterangan Pindah Bagi Yang Pindah Daerah 

c. Kartu Keluarga Penggantian (Disebabkan Perubahan Data) 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditanda tangani yang bersangkutan) 

2. Kartu Keluarga Lama 

3. Surat Pernyataan Perubahan Biodata 

d. Kartu Keluarga Penggantian (Disebabkan Hilang/ Rusak) 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan) 

2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian 

3. Kartu Keluarga Rusak 

4. Fotocopy KTP-el 

e. Kartu Keluarga Penggantian (Disebabkan Kematian) 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bsersangkutan) 

2. Kartu Keluarga (KK) Lama 
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3. Laporan Kematian Dari Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun/ 

Kepala Desa/ Lurah 

f. KTP-el
40

 Baru 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditandatangi yang bersangkutan) 

2. Berusia 17 Tahun 

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

4. Penduduk Datang Langsung Untuk Direkaman KTP-el 

g. KTP-el Perubahan 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohona (ditandatangani yang bersangkutan) 

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

3. KTP-el Lama 

h. KTP-el Hilang/ Rusak 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan) 

2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian  

3. KTP-el Rusak 

4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

i. Kutipan Akta Kelahiran 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan) 

                                                           
40 KTP-el adalah identitas resmi seseorang sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas 

Dukcapil Kabupaten/Kota dan berlaku di seluruh wilayah NKRI. 
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2. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/ Dokter/ Rumah Bersalin/ 

Rumah Sakit atau yang lainnya 

3. Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan/ Bukti Lain yang Sah 

4. Kartu Keluarga (KK) 

5. KTP-el 

j. Kutipan Akta Kematian 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Laporan Kematian dari Dokter/ Kepala Desa/ Lurah 

2. Kartu Keluarga (KK) 

k. Kutipan Akta Perkawinan 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan) 

2. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama 

3. Kartu Keluarga (KK) 

4. KTP-el 

5. Akta Kematian Bagi Janda/ Duda Karena Cerai Mati 

6. Akta Perceraian Bagi Janda/ Duda Karena Cerai Hidup 

7. Pas Photo Berwarna Suami Istri 

l. Kutipan Akta Perceraian 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditandangani yang bersangkutan) 

2. Salinan Putusan Pengadilan 

3. Kutipan Akta Perkawinan 
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4. Kartu Keluarga (KK) 

5. KTP-el 

m. Surat Keterangan Pindah 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan) 

2. Kartu Keluarga (KK) 

n. Kartu Identitas Anak (KAI) 

Syarat Layanan Yaitu: 

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan) 

2. Berusia Kurang dari 17 Tahun dan Belum Kawin 

3. Kartu Keluarga (KK) 

4. Akta Kelahiran 

10. Tata Cara Pelaporan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok, Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

 Pada dasarnya akta kematian adalah catatan kematian seseorang 

yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Apabila 

salah satu dari keluarga sudah meninggal maka, itu wajib dilaporkan 

kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. 

Berdasarkan hasil laporan yang dimaksudkan instansi pelaksana mencatat 

pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
41

 

                                                           
41 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang 

Administrasi Kependudukan Pasal 51. 
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 Pelaporan akta kematian mempunyai tata cara tersendiri untuk 

lebih mempermudah masyarakat untuk pelaporan akta kematian. Sebelum 

membuat pelaporan akta kematian, masyarakat harus memenuhi beberapa 

persyaratan yaitu:  

1. Surat keterangan kematian dari Dokter/ Kepala Desa/ Lurah; 

2. KTP dan KK asli almarhum; 

3. Akta kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki; 

4. Identitas dua (2) orang sanksi; 

5. KTP pelapor.
42

 

Tata cara pelaporan akta kematian yaitu: 

1. Penduduk terlebih dahulu datang ke petugas di desa/kelurahan dang 

mengisi formulir surat keterangan kematian; 

2. Kepala desa meneruskan formulir surat keterangan kematian ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

3. Pihak pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta dan 

menerbitkan kutipan akta kematian; 

4. Ketika sudah diterbitkan akta kematian oleh pejabat pencatatan sipil 

lalu diserahkan kepada pemohon atau mengirmkan melalui 

desa/kelurahan. 

 

 

 

                                                           
42 Hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku bagian dari Akta Kematian, tanggal 10 

Februari 2023. 
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B. Temuan Khusus 

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di 

Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. 

 Sebagaimana diketahui bahwa setiap peraturan hukum yang dibuat 

oleh penguasa berwenang memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat 

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satunya peraturan hukum 

terkait wajibnya kepengurusan akta kematian. Namun, kepengurusan akta 

kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal sering diabaikan 

oleh masyarakat.  

 Dalam hal ini dari hasil wawancara dengan salah seorang 

masyarakat di Kecamatan Sipirok Ibu Hotmaida Sitompul yaitu: 

Mengenai akta kematian itu saya sudah urus, karena itu perlu untuk 

kepentingan pribadi. Kalau tidak ada urusan pribadi saya rasa itu 

tidak perlu di urus. Selanjutnya mengenai sosialisasi itu saya belum 

pernah ikut dan tidak pernah mendengar adanya sosialisasi tentang 

akta kematian.
43

 

 

 Berikut juga hasil wawancara dengan Ibu Destiana Batubara 

merupakan salah satu warga Kecamatan Sipirok, yaitu: 

Sebelumnya saya tidak mengetahui adanya kebijakan tentang akta 

kematian itu wajib, tetapi saya megetahui bahwa akta kematian ini 

perlu di urus, apalagi  keluarga yang meninggal pns jadi kami 

langsung mengurus akta kematian tersebut, kalau masalah wajib 

itu baru kami ketahui untuk saat ini, dan selama ini kami hanya 

berpikir kepetingan akta kematian ini hanya untuk ada keperluan 

yang penting.
44

 

 

 

                                                           
43 Wawancara dengan Ibu Hotmaida Sitompul selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, 

tanggal 17  Februari 2023. 
44 Wawancara dengan Ibu Destiana Batubara selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, 

tanggal 13 Feberuari 2023. 
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 Sebagian  besar masyarakat menganggap bahwa keberadaan akta 

kematian tidaklah penting karena tidak memberikan pengaruh pada orang 

yang meninggal maupun keluarga yang ditinggalkan. Hal ini 

menunjukkan betapa rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaaati 

peraturan hukum tentang administrasi kependudukan yang mengatur 

pelaksanaan pencatatan kematian tersebut.   

 Kesadaran hukum dalam pelaksanaan ini nantinya berpengaruh 

kepada baik tidaknya sesuatu kegiatan yang ingin dijalankan. Dari hasil 

wawancara dengan Bapak Rahmat Siregar yaitu: 

Sebelum itu pemberitahuan dari Disdukcapil sudah, mereka 

memberitahu melalui surat atau buku akta kematian, dan itupun 

sudah lama dilaksanakan, kalau kami dari pihak pengurus desa 

memberitahukan masyarakat dengan cara mengumumkan dengan 

cara membuat rapat atau sosialisasi di tempat pengajian. Tapi 

masih banyak masyarakat yang belum mengurus.”
45

  

 

 Dan juga ditambahi oleh kepala lingkungan Kelurahan Parau 

Sorat mengatakan bahwa: 

Saya sebagai kepala lingkungan mengenai sosialisasi dari 

pemerintah tentang akta kematian itu belum ada, mungkin karena 

saya masih baru menjabat, jadi selama saya menjabat kurang lebih 

2 (dua) tahun belum ada pemerintah mensosialisasikan tentang 

perlunya akta kematian ini. Tapi kalau masalah itu perlu saya di 

urus saya tahu, karena itu perlu untuk kita mengurus tanah 

nantinya atau mengenai hak waris.
46

 

 Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Wawancara dengan pegawai 

Disdukcapil yaitu dengan Ibu Lanmora Harahap yaitu: 

Kami memang sudah memberikan  buku mengenai akta kematian 

di setiap desa/kelurahan,akan tetapi masih banyak masyarakat 

                                                           
45 Wawancara dengan Bapak Rahmat Siregar selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, 

tanggal 15 Februari 2023. 
46 Wawancara dengan Kepala Lingkungan Kelurahan Parau Sorat, tanggal 15 Februari 

2023. 
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yang belum mengurus akta kematian, dan mudah mudahan dengan 

penelitian dari anak kita ini mudah mudahan partisipasi 

masyarakat lebih meningkat untuk mengurus  akta kematian ini. 

Kalau mengenai sanksi selama ini belum terlaksana, tetapi sudah 

aturan yang dibuat sudah ada dasar hukum mengenai sanksi 

tersebut.
47

 

 

 Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksaan akta 

kematian di Kecamatan Sipirok masih sangat rendah dalam hal 

pelaksanaannya, masyarakat masih enggan untuk mengurus akta kematian 

karena mereka menganggap bahwa akta kematian tersebut tidak penting 

bagi mereka.  

 Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa terkena sanksi 

Administrasi jika pelapor kematian yang melampaui batas waktu 30 hari 

(tiga puluh hari) sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai dengan sanksi 

paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Kebijakan sanksi ini 

sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 

2010 sampai 2023 belum ada masyarakat yang terkena sanksi ini. Hal ini 

juga menguatkan fakta bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran 

hukum sepenuhnya, dan masih terdapat masyarakat yang belum memiliki 

akta kematian tersebut.  

 Berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh beberapa 

informan di atas memperlihatkan bahwa kesadaran hukum dalam 

pengambilan keputusan di Kecamatan Sipirok, masih belum berjalan 

dengan lancar sesuai tujuan yang diinginkan. Akta kematian ini 

                                                           
47 Wawancara dengan Ibu Lanmora Harahap selaku bagian konseling data dan server 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 10 Februari 

2023. 
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seharusnya pemerintah lebih meyakinkan masyarakat untuk membuat, 

tanpa pengurusan akta kematian data seseorang yang telah meninggal akan 

selalu ada dalam data kependudukannya, jika ada pelaksanaan pemilu akan 

terdapat data-data kepedudukan yang tidak akurat. 

 Jika akta kematian tidak dilaporkan, pemerintah tidak bisa 

menghapus masyarakat dengan semena-mena tanpa ada laporan terlebih 

dahulu. Karena banyak hal yang akan terjadi, misalnya komplen dari 

masyarakat yang datanya telah dihapus, dan ditakutkan ada data yang 

ganda.  

 Dengan demikian dampak dari kesadaran hukum masyarakat 

sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, masyarakat 

yang tidak sadar akan hukum justru akan menyulitkan pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari akta kematian dapat kita ambil 

sebagai contoh bagaimana pemerintah kesulitan dalam mencatat data 

kependudukan, data kependudukan yang tercatat dengan lengkap dan 

update justru akan membuat pemerintah menjadi lebih mudah dalam 

melihat apa yang dibutuhkan masyarakat.  

 Pemerintah tidak dapat berperan satu pihak apabila tanpa rasa 

sadar terhadap hukum dari masyarakat, karena akan terjadi banyak 

perselihan antara pemerintah dengan masyarakat. Apabila hal tersebut 

terjadi maka peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat justru akan 

dipandang buruk oleh masyarkat apabila terjadi kesalahan yang dilakukan 

oleh pemerintah.  
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 Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik data 

kependudukan merupakan indikator yang mendukung, dengan data 

masyarakat yang lengkap baik itu data laki-laki, perempuan, anak-anak, 

lansia, masyarakat miskin dan masyarakat yang sudah meninggal dapat 

memudahkan pemerintah dalam mensejahterakan warga. Artinya akan 

mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

mengeluarkan program.  

 Data kematian yang dimiliki oleh pemerintah secara Update 

mampu mengurangi kerugian pemerintah, pada praktiknya banyak 

program pemerintah yang rugi diakibatkan karena masyarakat tidak 

memiliki akta kematian, salah satunya ada dalam penyelenggaraan pemilu 

yang kelebihan surat suara dikarenakan masyarkat meninggal tidak ada 

yang melapor. Pada program bantuan raskin juga didapat oleh warga yang 

meninggal. Dengan ini kesadaran hukum masyarakat sangat membantu 

pemerintah.   

 Fakta lapangan yang peneliti temukan dari hasil penelitian ini 

masyarakat umum masih banyak yang tidak membuat akta kematian. 

Namun ada bereberapa masyarakat yang mengurusi akta kematian yang 

berdasarkan pada kebutuhan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara 

Republik Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan 

pegawai negeri lainnya untuk mengurus peralihan gaji pensiun yang sudah 

meninggal, dan akta kematian ini dimanfaatkan untuk diri sendiri salah 

satunya adalah akta kematian yang dimanfaatkan dalam cerai mati.  
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 Dari data di atas yang peneliti temukan bahwa kepemilikan akta 

kematian ini tidak dimiliki oleh seluruh warga Kecamatan Sipirok yang 

sudah meninggal. Kesadaran hukum  masyarakat yang mengurus akta 

kematian ini hanya sebatas kebutuhan saja, bahkan masih ada masyarakat 

yang tidak tahu apa manfaat dari akta kematian tersebut. Dapat kita lihat 

dari data pelaporan akta kematian berdasarkan data dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sipirok, Kabupaten 

Tapanuli Selatan sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Pengurus dan Tidak Mengurus Akta Kematian di Kecamatan 

Sipirok. 

NO TAHUN JUMLAH 

PENGURUS 

JUMLAH TIDAK 

MENGURUS 

1 2019 110 235 

2 2020 112 215 

3 2021 198 225 

 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 

Database Kecamatan Sipirok. 

 

Jumlah angka kematian di Kecamatan Sipirok. 

NO TAHUN JUMLAH ANGKA KEMATIAN 

1 2019 345 

2 2020 327 

3 2021 423 

 Sumber: Database Kecamatan Sipirok 
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 Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada tahun 2019 

jumlah pengurus akta kematian di Kecamatan Sipirok sebanyak 110 

orang, pada tahun 2020 sebanyak 112 orang dan pada tahun 2021 

sebanyak 198 orang. Sedangkan jumlah yang tidak mengurus pada 

tahun 2019 sebanyak 235 orang, pada tahun 2020 sebanyak 215 orang 

dan pada tahun 2021 sebanyak 225 orang.  

 Jumlah pengurus akta kematian di Kecamatan Sipirok dalam 

tahun 2019 sampai dengan 2021 tidak sebanding dengan angka 

kematian di Kecamatan Sipirok dalam jangka waktu tersebut. Seperti 

yang dijelaskan pada tabel tersebut.  

2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam 

pengurusan akta kematian di Kecamatan Sipirok 

 Kecamatan Sipirok merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tingkat kesadaran hukum yang masih 

rendah dalam kepengurusan akta kematian. Kesadaran hukum yang 

rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Sosialisasi 

 Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga 

menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.
48

 James W. 

Vander Zanden mendefenisikan sosialisasi sebagai suatu proses 

interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, 
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dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam 

masyarakat.
49

 

 Berdasarkan bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah yaitu 

dengan memberikan buku cacatan kematian kepada setiap 

desa/kelurahan dan menyapaikan akan kepentingan pengurusan akta 

kematian. Dengan demikian masyarakat secara tidak langsung sudah 

paham terkait dengan program pembuatan akta kematian ini. 

 Berikut hasil wawancara dengan salah satu  Tokoh Masyarakat di 

Kecamatan Sipirok yaitu: 

Kami selaku tokoh masyarakat ikut serta  memberitahukan kepada 

masyarakat mengenai pengurusan akta kematian tersebut  

pemberitahuan yang kami lakukan dengan mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat. Tapi sosialisasi ini memang sudah lama sekali 

dilakukan kemungkinan sudah ada 4 (empat) tahunan dan 

masyarakat yang hadir pun hanya beberapa orang saja.
50

 

 

Hasil wawancara juga dipertegas oleh Ibu Anti yaitu: 

Mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa itu hanya 

beberapa orang saja yang ikut, karena masyarakat tidak peduli 

atau kurang respon mengenai sosialisasi sosialisasi yang ada 

disetiap desa/kelurahan, dan juga sosialisasi itu jarang dilakukan, 

selama saya disini sosialisasi itu masih berjalan hanya sekali dan 

itupun sudah sangat lama. Mengenai sanksi atau hukuman saya 

rasa tidak ada, karena sudah banyak yang meninggal dan juga 

yang tidak mengurus akta kematian itu tidak ada yang dikenai 

sanksi ataupun hukuman.
51

 

 

 Wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat Kecamatan 

Sipirok sudah mengikuti sosialisasi tentang pembuatan akta kematian 
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tersebut, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak 

mengetahuinya disebabkan karena saat dilakukannya sosialisasi 

masyarakat yang ikut hanya beberapa orang saja. Dan sosialisasi 

itupun masih jarang dilakukan, mengenai sanksi masyarakat tidak tau 

akan adanya sanksi jika tidak mengurus akta kematian itu. 

 Dari hasil wawancara ini dapat kita lihat bahwa dalam kasus ini 

pemerintah dalam melakukan sosialisasi belum menyeluruh kepada 

masyarakat. Mengenai hal ini seharusnya pemerintah mengingatkan 

pemahaman kepada masyarakat dengan membentuk tim kerja yang 

dapat bekerja langsung agar dapat menjelaskan kepada masyarakat 

secara efektif dan efesien supaya masyarakat lebih mengerti guna dan 

manfaat daripada akta kematian. 

 Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Staf Pegawai Kantor 

Kelurahan Baringin menyatakan bahwa masyarakat yang membuat 

akta kematian disini dapat dikatakan masih sangat minim.
52

 Hal ini 

dikarenakan ada beberapa faktor seebagai berikut; pertama, 

masyarakat tidak mengetahui apa kegunaan dari akta kematian 

tersebut; kedua, dari pihak Disdukcapil kurang melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat untuk mengurus akta kematian bagi saudara yang 

sudah meninggal, artinya pemerintah hanya membuat buku kematian 

yang diserahkan kepada desa/kelurahan yang kemungkinan besar 
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tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang 

mengetahui informasi tersebut. 

 Ketiga, masyarakat menganggap bahwa akta kematian itu tidak 

begitu penting untuk di urus. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

masyarakat Kecamatan Sipirok Ibu Aslamiah yang mengatakan 

bahwa: 

Sepengetahuan saya belum ada pemerintah sosialisasi mengenai 

akta kematian, dan juga bagi saya akta kematian itu tidak terlalu 

penting apalagi kami dari keluarga yang kurang mampu jadi kami 

tidak mementingkan akta kematian itu. Dan saya dengar dengar 

dari tetangga yang mengurus itu karena mereka perlu hanya 

mereka itu PNS atau suaminya PNS.
53

 

 

 Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa mengenai 

sosialisasi, masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi 

pemerintah kepada masyarakat dalam hal pembuatan akta kematian 

tersebut.  

b. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat 

 Pemahaman adalah sesuatu yang di ingat oleh seseorang dengan 

kemampuannya untuk mengerti dan memahami sesuatu, yang 

mencakup kemampuan berpikirnya untuk makna dari apa yang di 

pelajari. Pemahaman merupakan makna dari pesan-pesan pelajaran 

yang disampaikan melalui pelajaran, buku dan sumber-sumber pelajar 

lainnya yang berupa tulisan, lisan maupun grafik. Pemahaman yaitu 
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kemampuan seseorang dalam memahami arti dan konsep, serta apa 

yang diketahuinya.   

 Kesadaran merupakan sadar akan perbuatan, sadar artinya merasa, 

tau atau ingat. Seperti sadar akan sesuatu yang wajib dilakukannya. 

Kesadaran dan pemahaman masyarakat itu sangat penting untuk 

sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena jika 

masyarakat tidak paham akan sebuah kebijakan tersebut nantinya akan 

berpengaruh kepada tidak berjalan baiknya sebuah kebijakan. 

 Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti akan harga dirinya 

timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil, hal yang harus 

dirasakan atau dialami oleh seseorang diri, kesadaran seseorang atas 

keadaan dirinya sendiri. Kesadaran seseorang bahwa kebudayaan atau 

bangsanya berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lain. Hukum 

kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia 

mengenai hukum yang ada. Kesadaran seseorang akan pengetahuan 

bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.
54

 

 Hasil penelitian dari data data yang diperoleh di atas menunjukkan 

bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang akta kematian 

di Kecamatan Sipirok masih sangat minim. Keikutsertaan dalam suatu 

kegiatan pembuatan akta kematian bukan timbul begitu saja akan 

tetapi karena adanya yang mendorong akan kesadaran hukum tersebut. 
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 Apabila manfaat tersebut diketahui oleh masyarakat, secara tidak 

langsung masyarakat akan bergerak dengan sendirinya untuk 

membuat akta kematian. Fakta ini dapat dilihat dari hasil wawancara  

dengan Ibu Endang yaitu: 

Sebenarnya kesadaran masyarakat itu masih kurang mengenai 

akta kematian ini, padahal kami sudah membuat daftar buku akta 

kematian dan membagikannya ke setiap desa/kelurahan, tapi 

masyarakat masih minim dalam mengurus akta kematian ini, 

mudah mudahan dengan penelitian daripada anak kita masyarakat 

lebih mengetahui dan paham akan pentingnya untuk mengurus 

akta kematian tersebut.
55

 

 

 Pemahaman dan kesadaran masyarakat merupakan salah satu 

indikator yang dapat mendukung kebijaksanaan dikeluarkan 

pemerintah. Pemerintah tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan dari 

masyarakat apabila masyarakat tersebut tidak berpartisipasi. Secara 

administrasi akta kematian merupakan data yang dimiliki oleh kelurga 

yang terkait dengan salah satu anggota keluarga yang sudah 

meninggal. Akta ini sangat membantu pemerintah dalam melengkapi 

data masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu yang sudah meninggal 

maupun yang masih hidup. 

 Selain itu juga masyarakat harus memiliki pemahaman hukum 

menganai akta kematian. Tingkat pemahaman masyarakat dalam 

pengurusan akta kematian adalah kemampuan atau pengetahuan yang 

dimiliki oleh seseorang untuk menjelaskan, mengartikan, 
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membedakan, menyimpulkan lebih lanjut tentang proses dan syarat 

pembuatan akta kematian dengan benar dan tepat.
56

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan 

Sipirok Ibu Mastilen Siregar mengatakan bahwa “Mengenai akta 

kematian kami baru mengetahui itu wajib diurus, karena selama ini 

kami berpendapat jika salah satu dari kelurga sudah meninggal itu 

sudah selesai urusannya, terkecuali jika ada pengurusan hak waris 

maka itu baru kami urus”.
57

 

Hal ini diperjelas oleh Ibu Yusnani Pohan mengatakan bahwa:  

Kalau masalah akta kematian setau kami itu tidak harus di urus, di 

urus pun itu bila ada keperluan mendadak, kebanyakan orang pun 

begitu tidak di urus dan juga mengenai proses pembuatan akta 

kematian biasanya itu yang mengurus kepala desa langsung ke 

capil.
58

 

 

 Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan 

pemahaman masyarakat masih sangat kurang terkait dalam 

pengurusan akta kematian, karena masyarakat menganggap bahwa 

akta kematian itu tidak wajib diurus terkecuali ada urusan pribadi 

misalnya mengenai hak waris.  

c. Keadaan gografis 

 Persepsi masyarakat diatas memang merasa akta kematian itu 

tidak begitu penting  dibandingkan dengan dokumen lainnya. Selain itu 
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juga bahwa masyarakat masih menanamkan bahwa pembuatan akta 

kematian itu ribet karena harus mengurus ke satu meja ke meja yang 

lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Romla mengatakan 

bahwa: 

Mengenai akta kematian saya tahu itu ada kepentingannya seperti 

hal mengurus hak waris, tapi kalau itu diperlukan saja makanya di 

urus, kalau tidak ada kepentingan masyarakat tidak akan 

mengurus akta itu. Apalagi disini masyarakat merasa jauh untuk 

mengurus bolak-balik ke sana, lain lagi biaya yang harus 

diperlukan. Makanya masyarakat disini tidak banyak yang 

mengurus akta kematian ini.
59

 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian ini sangat 

minim dikarenakan kondisi geografis sangat jauh dari Pencatatan Sipil 

dan juga masyarakat memikirkan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mengurus akta kematian ini. 

3. Pandangan Islam Tentang Pengurusan Akta Kematian  

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dijelaskan 

bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penaatan 

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lainnya.
60
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Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami 

oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam 

bentuk akta kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun 

tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana 

setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan 

berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat kepada 

register akta kematian dan menertbitkan kutipan akta kematian.
61

 

Fiqih siyasah dusturiyah adalah mengatur hubungan antara warga 

negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan 

lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. 

Dengan penjelasan tersebut siyasah dusturiyah yang membicarakan politik 

ketatanegaraan dan kosntitusi.  

Siyasah dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara 

yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga 

kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Peran 

pemerintah dalam membuat kebijakan relevan dengan kaidah fiqih siyasah 

yaitu: “kebijakan seorang pemimpin bergantung kepada kemaslahatan”.  

Maksudnya adalah setiap tindakan atau suatu kebijakan para 

pemimpin yang menyangkut mengani hak-hak rakyat dikaitkan dengan 

kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu 

kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat 
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dan untuk itulah dia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus memperhatikan 

kemaslahatan rakyat. Maka hak-hak pemimpin sangat erat kaitannya 

dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati atau dibantu misalnya adalah 

kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti dalam Al-quran 

surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

ا طِيۡـي ْ   ١  ْ
اْا طِيۡـع٢ُاْاّللّ   ٢ُٜۡ  ٗ ْا   ٚ رِْـا ي٠ُّ اْآَّذِيۡ ۡٗ ا٤ِٓ١ُْالۡۡ   ١ْ  ّ س٢ُۡ ع٢ُاْآرَّ

ْٖۡ ُِ ٜۡ ِْْٗۚ ٖۡ ـُُ ٜۡ ُُ ْ ۡٙ ْاِ ِّ س٢ُۡ آرَّ  ١ِْ
١ُْۡٝآِ ٤ْاّللّ  ٤ۡ ْفَ رُدُّ  َ ْف٤َِْۡ ٖۡ عُُۡ َْٜ  از  ۡٙ فَ اِ

خِرِْ ْالۡۡ  ِٕ ٢ۡ ي ـ ۡٓ ا  ٢٠ِ
ْبآِّٔ   ٙ ٢ُٜۡ ِٗ ْْ َْْؕؤُۡ َْ ا١ِۡيۡ ُٚ  َ ۡۡ ا  َّ١ْ يۡر  ْخ   َ ِْٓ اْذ   

 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad). Dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara 

kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah kepada Allah (Al-quran) dan Rasul 

(Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.
62

 

Ayat Al-quran ini menjelaskan bahwa ketaataan itu bukan hanya 

kepada Allah tetapi juga wajib mengikuti aturan-aturan ataupun taat 

terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan. Ketaatan kepada Allah itu 

merupakan ketaatan yang pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul, dan 

ketaatan kepada Ulil amri di antara orang-orang yang beriman, selama ulil 

amri tidak memerintahkan kepada yang  buruk. 

Kaitan ayat ini terhadap pembuatan akta kematian bahwa 

masyarakat disini harus taat kepada aturan yang telah dibuat oleh 
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pemerintah, tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, 

karena sudah jelas ada aturan yang mengatur bahwa setiap kematian wajib 

dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili 

penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut 

pejabat pencatatan sipil mencatat kepada register akta kematian dan 

menertbitkan kutipan akta kematian.
63

 

Apabila kita sebagai masyarakat tidak mengurus akta kematian 

tersebut, berarti kita termasuk masyarakat yang tidak taat kepada 

pemimpin dan aturan-aturan yang telah di tetapkan pemerintah. Pemimpin 

juga harus amanah dalam menjalankan segala tugas yang telah ditetapkan, 

karena jika pemimpin tidak amanah dalam menyampaikan segala sesuatu 

ynag penting kepada masyarakat, ,maka masyarakat juga tidak terlalu tau 

menau mengenai aturan-aturan yang ada. 

Pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) 

dan untuk itulah dia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula 

memperhatikan kemaslahatan rakyat. Hal ini dijelaskan dalam Al-quran 

surah An-nisa ayat 58 Allah berfirman: 
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ْآَّٜاسِْ  ٚ ْب يْ ْٖ ُُ ْ٘  ِ  ۡ اْ اذِ  ٠ِْٟٔ ا١ْۙ  ٤ْا 
ٰٓ  ٓ تِْاِ  ٜ  ٗ ١اْالْۡ  دُّ َْؤُ  ْٙ ْا ْ ْٖ ُُ رُ ُٗ ي أْ  ْ

ْاّللّ  َّٙ اِ

اْۢ يْع  ِ٘ ْس   ٙ ا  ُ  ْ
ْاّللّ  َّٙ ْْۗاِ ٖٞ ْبِ ْٖ ُِ اْي عِظُ َّ٘ ٛعِِ  ْ

ْاّللّ  َّٙ ْْۗاِ ِّ دْ ْٓع  ٢ْاْباِ ُ٘ ُِ َْ حْ ْٙ ا 

ا  ب صِيْر 

 

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum 

diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
64

 

 Dikaitkan dengan penerbitan akta kematian. Ayat ini menyuruh 

agar setiap pemimpin itu harus menyampaikan aturan aturan kepada 

masyarakat agar masyarakat taat terhadap aturan yang ada. Oleh karena itu 

mengenai pengurusan akta kematian ini maka pemerintah seharusnya 

mensosialisasikan aturan-aturan ynag ada kepada masyarakat, supaya 

masyarakat lebih paham dan mengerti apa kegunaan daripada akta 

kematian tersebut.  

Apabila masyarakat mengetahui fungsi dari akta kematian, 

kemungkinan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam hal tersebut. 

Karena masyarakat sudah paham akan manfaat dan fungsi mengurus akta 

kematian. Maka administrasi dalam pemerintahan pun akan berjalan sesuai 

dengan yang diinginkan.  
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Dalam segi fiqih siyasah idariyah yang mana dipandang dari segi 

politik islam tentang pentingnya pelaksanaan administrasi yang baik, yaitu 

terdapat dalam Al-quran Surah Al-Anfal ayat 27 yaitu: 

ْ ْٖ ُُْٛ ا   ١ْ ْٖ ُِ ُِ  ٜ  ٗ اْا  َ خ٢ُْٛ٢ُْٰٓ  ١ْ  ّ س٢ُْ آرَّ  ١  ْ
َْ خ٢ُٛ٢ُْاْاّللّ  ٢ُْْٜاْلۡ   ٗ ْا   ٚ ٰٓا ي٠ُّ اْآَّذِيْ ي 

 ْٙ ٢ْ ُ٘  َ عْٔ 

 

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasulnya dan juga janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui.
65

 

Pada ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar memenuhi 

seruan rasul, menaati dan melaksanakan hukum-hukumnya Allah, juga 

mengingatkan kaum muslimin agar memelihara kepentingan umum, 

mencegah segala macam bencana dan kemaksiatan yang dapat merusak 

kepentingan umum.  

Dalam hal ini dapat dikaitkan bahwa masyarakat harus taat kepada 

aturan aturan yang ada. Pemimpin telah memberikan amanah seperti 

halnya pemerintah telah mengeluarkan aturan bahwa akta kematian wajib 

di urus apabila salah satu dari keluarga yang meninggal, maka itu harus di 

urus karena ini sudah termasuk amanah yang perintahkan oleh pemerintah, 

dan juga agar berjalannya administrasi pemerintah.  

                                                           
65 Al-Quran Surah An-Anfal ayat 27. 
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Begitu juga dengan pemimpin, pemimpin harus melayani 

masyarakat dengan sebaik mungkin. Tanpa adanya pelayanan yang baik 

dari pemerintah maka masyarakat susah untuk mengurus segala 

administarinya masing-masing. Oleh karena itu diharapkan kepada 

pemerintah supaya lebih aktif dan lebih baik dalam proses palayanan 

administrasi kepada masyarakat. 

Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat mengenai pengurusan 

akta kematian tersebut, maka pemerintah akan kesulitan dalam hal 

administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu seharusnya 

pemerintah dan masyarakat harus sama-sama ikut berpartisipasi dalam hal 

penerbitan akta kematian. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Adapun kesadaran hukum mengenai pengurusan akta kematian yaitu masih 

banyak masyarakat yang sudah mengetahui program pembuatan akta 

kematian, akan tetapi masyarakat belum mengetahui apa kegunaaan 

ataupun manfaat dari akta kematian tersebut. Masyarakat Kecamatan 

Sipirok dalam hal ini masih kurang memiliki rasa kesadaran hukum dalam 

kepemilikan akta kematian. Dalam hal ini pemerintah juga sudah 

mensosialisasikan atau sudah melakukan program sosialisasi kepada 

masyarakat terkait pembuatan akta kematian melalui perangkat desa/ 

kelurahan. 

2. Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam 

pengurusan akta kematian yaitu: 

a. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masyarakat sangat 

minim dalam hal pengurusan akta kematian. Seharusnya pemerintah 

lebih aktif dan lebih bekerja sama dengan perangkat desa atau 

kelurahan supaya masyarakat lebih mengetahui kegunaan dan 

kepentingan akta kematian tersebut.  

b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap 

pengurusan akta kematian dan menganggap akta kematian itu tidak 



62 
 

 

terlalu penting. Dengan minimnya pemahaman dan kesadaran 

masyarakat maka minat dan keinginan untuk mengurus akta kematian 

berkurang. 

c. Kondisi geografis atau tempat tinggal yang sangat jauh dari Pencatatan 

Sipil dan masyarakat juga memikirkan biaya yang harus dikeluarkan 

untuk mengurus akta kematian ini sehingga masyarakat minim dalam 

hal pengurusan akta kematian.   

3. Tinjauan Fiqih Siyasah  terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam 

pengurusan akta kematian yaitu dimana kebijakan pemerintah mewajibkan 

masyarakat untuk mengurus akta kematian bagi salah satu keluarga yang 

sudah meninggal. Sesuai dengan fiqih siyasah yang dimana kita sebagai 

umat islam harus taat kepada pemimpin, berarti kita harus taat menjalankan 

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Pemimpin juga 

dianjurkan supaya menyampaikan aturan-aturan kepada masyarakat dan 

bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin demi kemaslahatan 

masyarakat dengan terlaksanakannya aturan dalam pengurusan akta 

kematian. 

I. Saran 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar partisipasi 

masyarakat terhadap pengurusan akta kematian meningkat, maka penulis 

memberikan saran yaitu: 

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kecamatan Sipirok 

supaya menyelesaikan hambatan yang menjadi faktor penyebab kurangnya 
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kesadaran hukum masyarakat. Dengan cara meningkatkan pemahaman 

kepada masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kematian dalam 

hal administrasi, agar tercapainya pengingkatan pelaporan setiap 

penmabahan angka kematian. Untuk pemerintahan khususnya Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, pemerintah harus bekerja ekstra dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu 

melakukan sosialisasi dalam bentuk program yang mmapu menyadarkan 

masyarakat bahwa setiap program yang dilakukan oleh pemerintah sangat 

membutuhkan partisipasi dari masyarakat, tanpa ada kesadaran hukum 

dari masyarakat program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. 

Dengan pemahaman tersebut akan membuat masyarakat sadar dengan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

2. Untuk masyarakat diharapkan agar lebih sadar akan hukum dan mau 

menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tujuan 

dari aturan tersebut juga untuk mempermudah permasalahn administrasi 

setelah kematian.   

3. Untuk peneliti diharapkan agar menjadikan sebagai inspirasi dalam 

melakukan suatu kegiatan yang berguna bagi pendidikan. Dan untuk 

peneliti selanjutnya agar lebih memperoleh hasil penelitian yang lebih 

sempurna, terutama mengenai partisipasi masyarakat dalam pengurusan 

akta kematian. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

peneliti yang akan datang.  
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